
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 201-l Numur 7, 

Tambahan Lembnran Negara R~puhhk lnrinn~sia Nomor 

5495); 

4. Undang-Un Nomor 6 Tabun 201;, tcntang Dcse 

Nnrnor nR, amhahan Lernbaran "Jegara Republik Indonesia 

'2. 

1. Pasal 18 at (6 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia T hun • 945: 
I Undan$-Unfans Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Ptm1u.,uLukru Dacrah-Decrab Kabupatcn dalam T,ingki.,ngo,, 

Propinsi Ja a Tellgah; 
3. Undang-Un ang <Jomor 26 Tahun 2007 tentang Penatcnn 

Ruang (Le baran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Mengingat 

Pembangunan wasan Perdesaan Agrowisara rlan wtsata ~e1tg1 

Kecamatan Taw ngharjo Tahun 2020 202'1; 

perlu Peraruran Bupati rentang Rencana 

B ] A.Tl GROBOGAN, 

bahwa untuk m laksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan 
M,;nleri Desa, P mbangunan Daerah Ter'tinggal, dan Transmigrf'l$i 

016 r.enlung Pemba.ngunn.n Kawasan Perdeeaan , 

Menimbang 

REN CANA PEMB GU NAN KA WASAN PERDESAAN 

A.GROWISAiA DAN \\'ISA: A RELlCI KECAMATAN TAWANGllARJO 

UN 2020 • 202"- 

TBNTI\NG 

N DJPATI OROBOOAN 
R Sf 'fABUN 2019 

D T'ATI OROBOOAN 



aerah Kabupateo Grobogan Nornor 7 Ta.bun 

g Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Grobogan 1 ahun 2011 ·2031 (Lerobaran Daer ah Kabupatcn 

Orobogan un 2012 Nornor 6); 

10. 

2010 ten· g Re ncana Tata Ruang Wi1ayah Provinsi .Jawa 

un 2(109-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah un 2010 Ncmor 6, Tamba.han Lernbaran 

insi Jawa Tengah Nomor28); 

9. Perat.uran uber aur Jawa Tcngah Nomor 36 Tahun 2016 
rbangunan Kawasan ?erdesaan di Provinsi Jawa 

Tengah (Be ita C aerah Provinei Jawa Tengah Tahun 2016 

Nomor 36); 

dan 
7. 

donesin Tahun 2019 NomOJ' 41, Tarnbahan 

egara Republik Indoueeia Nomor 6321}; 

entc-i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

an Kswasan Perdesaan (Berita Negara Republik 
hun 2016 Nomor 359); 

8. Peraturan aerah Provinai Jaws Teugah Nomor 6 Tahun 

Republi.k 

2014 Lent1g Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 12 , Ta.rnbahan Lembaran Negara Nomor 553YJ 
sebagaima a tclah cliubo.h beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan 1-'emel'intah Nomor 11 Tahun 2019 ton tang 

Perubahan Kcdu a Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 201 tents ng Peraruran Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor f, ahun 20L4 tentang Desa (Lernbaran Negara 

58, Turnbahan 

5679); 
6 Pern1"111,m Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 leutang 

Peraturan elaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

Lernbaran Negara Republik tndoncsia Nomor 

beberapa · tcrakhir dcngan Undang-Und-ang Nomor q 

Tahun 201 tentang Perubahan Kedua Atas Unda11g-Unda11.g 

Nomor 23 Taht,n 2014 tentang P~m~rinlahim uaeran 
egar.r Republik Indonesia Tahun 2015 Nnmor 

5. Undang-Un ang Nomor 23 Tahun 2014 teritang 

Pemerint n Daerah (Lernbaran Negara t<epublik Indonesia 
4 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
ones.a Nomor 5587), sebagairnana telah diubab 



kecarnatan. 
8. Deea adalah kesatuan mas arak .. t h11kwn yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk meng tur dan mcngurus urusa.i1 pemerint.ahan. 

kepentingan masyarakat s temput berdasarl<an prakarsa masyarakat, hak 

asal usu! dan/atau hak tr Isional yang diakui dan dihorrnati dalam Sistem 
Pemerintahan Negara Kes:::it ran Rcpubli.k Indonesia yang oerada di uaerah. 

7. 

6. 

Dalam Peraruran Bupati ini yang dimalcsud dengan: 

L. Daerah adalah Kabupa.ten G obogan, 

2. Bupati adalah Bupat.1 Grobo an. 
3. Pemerintah Daerah adaJah upati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Dai>.-rah yang memimpin p laksaaaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenarigan daero.h otonom 
4. Perangkat uaerah adalah n sxir pernbantu Bupot..i dan Dewan Perw'1kilan 

Rakyat Daerah dalam peny Jenggaraan urusan pemertntahan ya11!!!. mcnjadi 

kewenangan Daerah 
5. Badan Perencariaan Pem angunan Daerah, yang selanjutnya discbut 

BAPPEDA adalah Perangka Daerah yang membidangi urusan p-rencanaan 
pembangunan Daerah d unman pemerint.ahan bidang penelltian dan 

pengembangan.. 
iim Koordinasi Pembangunt Kawasan Perdesaan yang selanjurnya disingkat 
TKPKP ad11fo.h !embaga y g numyelenggarakan pembangunan kawasan 

perdesaan sesuat uengan n ~Lan kewenangunnya- 
Camat adala.1: Perangkat D~erah yang mempunyai wuayan kerja di Lii Lgl<at 

BAB I 

K l't:NTlJAN UMUM 

Pasal 1 

TENTANG RENCANA PEMBANG-UNAN 

ESAAN AGROWISATA DAN WtSAiA RZLTG-I 

ANG HARJO TAR UN 2020 - 2024. 

PERATURAN 
KAVTASAN PE 

Menetapkan 

MEMUTUS}{AN: 

1 L Peraturan upati Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 teruarig 
Pelaksana Kerjasama Desa Di Kabupaten Grobogan (Bcrita 

Daerah Kab pater Grobogan Tahu n 2016 Nomor l ); 



(2) Penyelenggaraa.u Kawasun Perdesaan dengan prinsip 
parnsipaur sebagauuaua k:iud pada aynt (1) huruf a merupaks n 
penyelenggaraa.n Pembangu an l<.awasan Perdesaan yaug 111cngi.kutsertakan 

kclemba.gaan Desa dan una 111a~yaiakt1.l Dese. 
(3) Penyelenggaraan Pemban an Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik 

dan komprehensif sebag · aria dimaksud pada ayav (1) huruf b merupakan 
Pembangrman Kawasan P rdesaan dilaksanakan dengan rnemperhatikan 
berb<>Ss.i aspek kehiduI':.n a.itu -'isik, ckonorni, eosial, don lingkungnn: dan 
dilakaauakan oleh bcrbagai komponen uneuk mencapai rujuan pembangunan 

kawasan. 

c. berkesinambungan; 
d. keterpaduan; 
e. keadilan; 
r keseimbangan: 

g. tron.sparansi; dan 
h. ak.untabel. 

( l) Pem.bangu11an Kawaean Pcr1esa.ar clilakukan berdasarkan prmsip: 

a. partisipatif; 
b. holistik dan .komprehens f; 

BAOH 

P NSIP J/\N TUJUAN 
P3Sal 2 

9. Pemerintahan Desa adal penyelenggardtW urusan peme.rintahan dan 
kepentingan masyarakat s tempat dalam sistern Perneriulahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesi yang berada di Daerah. 
10. Pemerintah Desa adalah kep a Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggaro pemerintahan rlr.sa. 
11. Kawasan Perdesaan adala kawasan yang rnernpunyai kegiatan uunna 

pertanian, termasuk pengel clan s.urnbcr clnya aiam dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempa permukimau perdc saan , pelayanan ja,::a 

pcmerintahan, petayanan so ial, dan kcgiatan ekonomi. 
12. Pembangunan Kawasan Pe esaan adalah pembangunan antar desa yang 

dilaksanAka.n dalam upa mempercepat dan meningkatkan kualitas 
pclayanan da.n pemberda aan masyarakat desa melalui pendckatart 
partisipatif yang ditetapkan leh Bupati. 

13. Rencana F'embangunan Ka, aaun Perdesaan yang sclanjutnya disebut RPKP 
adalah dokumen perencan· · je.ngka mcnengah (5 t.ahunan) hagi sctiap 

Kawasan Perdesaan yang dit 



(l) Pembangunan Kawasan crdesu.an bertuiuan untuk rnempercepat dan 
mcningkatkar. kualita.s pelayar.an, pengernbangan ekonorni, dan/atau 
pcml.Je1clayaan masyarakat t>etJ<. melalui pendekatan partisipalif dengan 

Pasal 3 

setiap orang untuk :f ero.eh informasi tentang p<oy,1,.,...u~ 
Pembangunan Kawasan Pe esaar., yakni inforrnasi tentang kebijakan, proses 
pembuatan dan pelaksan ya, uerta hasil-hasil vang dicapai. 
Penyelenggarcan Pernban .rian KAwasan Perdesaan derigan prinsip 

akuntabilitas sebo.gaimana Ay::i1 {I) huruf h rnerupakan 

Pemban~unan Kaw .. ::san Per e saan dalam setiap pengarnbil kcpulusan han1,s 

bertanggung jawab kepad pubuk scsuai dengan jcnis kcpulut;o.n. baik 

internal rnaupun eksternal. 

(9) 

esaar, yang menjarnin akses atau kebebasan bagi 
transparansi sebagaunana 
Pembangunan Kawasun Per 

an Kawasan Perdesnan dengan prinsip 
cimalcsud pada ayat (I) huruf g merupakan 

Pembangunan Kawasan P rdcsa an dilaksanakan dengan memperhe.tikan 
keserasiim antara pemban an Iisik, ekonomi, social, dan lingkungan, 
antara kepentingan jangka enrlek clan jangka panjang; dan an Lara kebijakan 
Pemerintah , Pemcrintah Daers h, dan kepentingan Desa dan/ atau 

masyarakat. 

Penyelenggaraan Pemban (8) 

Kawasan Perdesaan dcngan pririsip 
ayat (l) huruf f mcrupakan 

{7} Penye1enggaraan 
keseimbangan sebagaiman 

dapat membcrikan manfaaLj gk:; p111,jang seeara berkesinambungan. 
(5) 1-'enyelenggaraan Pembang,µnan Kawasan Perdesean dengan prinsip 

keterpo.duan sebagaimana · aksud pada ayat (1) huruf d merupakan 
Pembangunan Kawasan Pe desaan dari seruwa un3ur ycuig berhubung,m 

secara langsung rnaupun tidak langsung dalaro pengelolaan kawasan 

perdesaan, meliputi keterpa uan antar sektor dan keterpactuan aritar level 

pemerintahan. 
(6) Penyelenggaraan Pembang an Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan 

sebagaimanu dimaksud pa a aynt (1) huruf e merupakan Pembangunan 
Kawasan Perck~aan member ko.n kesempatan yang sarna kepada setiap unsur 
pembangu:nan meningkatkan dan memetibara kualitas 

hidupnya. 

(4) Penyelenggaraan Kawasan Perde.saan de ngc n prinsip 

a dimaksud pada ayat (1) huruf c rnerupakan 

Pembangunau Kawaean P deaann yang dilaksanakan seoara l<onlinyu 
dengan memperhatikan kel starinn lingkungan agar hasil pembangunan 



Daerah sebagaimana dima pada ayut ( l) wajib mengilo.1t~P.rtakan 

Pernerintah Desa dan masyar kat Desa, antara lain dalam : 
a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegialan 

pembangunan kawasan pc dosaan: 

Pernbangunan Kawasan Perrlesaan. Perangkat (3) Dalain melaksanakan kegint 

sebagaimana dimaksud 
rrpati atas usul TKPKP. 

pada ayat (1) 

diselenggarakan oleh Peran kat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati 

kompetensi dan bidang tugas 
(2) Penunjukan Perangkat Da 

ditetapkan dalam Keputnsan 

(1) Pembangunan Kawasan Per esaan sebagermana dimaksud dalam Pasal 6 
sesuai 

Pasal 7 

Penyclenggaraan Pembangunan .Kaw~AAn Perdesaan menzacu oada Dokumen 

Paeal 6 

Ookumen RPKP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak ter isahkan dari Peraturan l:iupali ini. 

Pasal 5 

uluan 
psi Kondisi Kawasan Perdcaaa'n 

Delin asi den Susunan Fungsi Kawasan 

Kast r dart Sasaran Klaster 
Mode Sinergisme Pembangunan xawasan 
Matri Prog·om dan Kegiatan 

Penu rp 

a. DAD I 
b. BAB 11 
c. BAB ill 
d. BAB IV 
e. BABV 

r. BAD VJ 

g. DAB VII 

(1) RPKP memuat program pe 

Wisata Rcligi Kecamatan Ta 
(2) RPKP :;e\Jagaimana dimake d pada ayar (ll disusun dengan sistematika 

sebagai berikur : 

Kawasan Perdesaan Agrowisata dan 

B.!\B 111 
RENCANA PBMBANG NAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) 

PasaL4 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
angan potensi dan/atau pemecahan masalah 

(2) Pembangunan 
dipriori;askan pada 

kewasau pcl"deeaan. 

mengintegrasikan berbagai ebijakan, rencaua, program, clan kegiatan para 

pihak pada kawasan yang di tapkan. 



l{PKP. 
(2) Pengendalian sebagaimana pada ayat (1) rncrupekan kegiatan untuk 

mengara.hkan program pe kawasan perdesaan yang discrtai 

kebutuhan pendanaan yang ituangkan dalam Rencana KcrJa Pembangunan 

Daerah (RKPn) sesnai denga 
(3) Pclalceuna pembangunan Ka asan Perdesaan rnenyampaikan laporan kinerja 

kepada Bupati melalui Kepal BAPPEDA. 
(4) Laporan kinerja sebagaimaru duuuke.ud pada ayo.t (3) disampa.ikan setiap :\ 

(tiga) bulan dan dievaluasi se iap 1 [satu] tahun sejak climula.inya pctaksanaan 

pembangunan. 
(5) Hasil evaluasi terhadap lapo an ki ierja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

menjadi dasar bagi BAPPEDA dalarn menilai capaian RPKP. 
(6) J-'cnilaian terh.adap capaian RPKP s.~bagalmana dirnaksn.d pad a ayaL (5J 

menjadi dasar pcnyusu.uan R KP pcriodc oelanjutnya. 
(7) Kepala BAPPEDA melapor · basil evaluasi :,;c::U>L~ctunaua di1,, ... ksud pada. ayal 

{5) kepada Bupati. 
(8) Bupati menindaklanjuti has eval .iasi sebagaimana dimaksud pada ayal (7) 

sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Daere.h daJam pelaksanaan 

pcmbangunan kawasan perd saan pada tahun selaniumya. 

(9) Bupati melaporkan basil ev asi sebo.gaimana dimaksud pada ayat (5) k.epada 

Gubemur Jawa Tengah meta ui 'TK?KP Provi.t,:sl Jawa 'l'«n~a h , 

dalam Pasal 7 melakukan p ngendalian 
(1) Penyelenggara Pembangun Perdesaan sebagaimana dimaksud 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Kawasan 

RARIV 
DALJAN DAN ~VALUASI 

Pasal 9 

(1) Dalam rangka melaksanakan Pemb,1ngunan Kawasan Perdesaan sebagaimana 
diroaksud dalam Pasal 7, Pe erintahan Daeran dapat mcngu$ulkan progr'arn 

Pembangunan Kawasan Agr wisata dan Wisata Religi kcpada Pemcri.'ltah 

Provirrsi Jawa Tengah dan/a.t u Pemerintah Pusat. 
(2) Pelaksannan pengusulan pr~gram sebagaimana dimaksud pada ayal [I] 

c.lilaksanakan scauai ketentunh penmdang-undangan. 

Pasal 8 

pendayagunaan asset Daer h dan tata ruang Desa; dan 
c. mengem.bangkan mekanism penanganan pcmiasalahan sosial. 

b. memfasilitasi musyawar Desa untuk rnemuahas clan menyepakati 



SERITA DAERAH KABUPA EN GROBOGAN TAHUN 2019 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 5o~llfi!sem ber 2019 

.... -- '\ 
SE ARISD H 

UP,A.TEN-GR.OBOG 
- \ . ·_. .l l ~ lb,r,.-...J 

Ditetapkan di Purwodadi 

NOMOR58 

BAB VI 

K.EINTUAN PENUTUP 
Pasal l l 

Peraturan Bupati i.ni mulai berl pada tanggal diun<langkan 
Agar setiap orang mengetahui ya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan penempatanny dalam Berita Daerah Kabupatcn orcbogao 

Pembiayaan Pembangunan KawaEn Pcrdesaan bersumber dari. 

a. Anggaran Pendapatan dan Bel nja I\egara; 
h. Anggaran Pendapatan dan Be [a Dacrah Provinsi Jawa Tengah; 

c. Anggaran PendapAtan dan Be~ja Iiaerah; 
d. Anggaran Pendapatan dan seir,nja Desa; dan 

e. Sumber lain yang sah dan tids 1111:u!(,ikat. 

BIBY 

PEMlllAYAAN 
Pasal 10 
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